
a. bahwa guna menjamin ketersecliaan pupuk dengan 
harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani 
dala.m pengadaan pupuk, perlu mengatur 
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk 
bersubsidi di Kabupaten Rembang; 

b. bahwa pengaturan Kebutuhan dan HET di Wtlayah 
Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam, dan sesuai 
dengan Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 62 
Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 
Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 
2013; 

c. bahwa berdasarkan pertimbaogan sebagaimana 
dimaksud deism hurnf a dan hwuf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan 
Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Rembang 
Tahun Anggaran 2013; 

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanarnan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3478); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) 
sebagairoana telah beberapa kali d.iubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban 
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12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
69/Pennentan/SR.130/ 11/2012 tentang 
Kebutuhan dan Harga Eceran Tcrtinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 
2013; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat Dan 
Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /M 
Dag/per /6/2011 tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 474); 

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang 
Rekomendasi Pemupu.kan N, P dan K Pada Padi 
Sawah Spesifik Lokasi: 

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan 
Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa 
Yang Beredar Di Pasaran; ,, 

7. Pera tu.ran Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 
Pengawasan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah., Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintaban Daerah Kabupaten /Kata (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 



Dalam Peraturao Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Gubernur adalab Gubernur Jawa Tengah. 
2. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 
3. Bupati adalah Bupati Rembang. 
4. Pupuk adalah bahan k:imia atau organisme yan& 

berperan dalam penyediaao uosur hara bagi 
keperluan taoaman secara langsung atau tidak 
langsung. 

5. Pupuk an-organik. adalah pupuk hasil proses 
rekayasa secara kimia, fisika dan/ atau biologi, dan 
merupakan basil industri atau pabrik pembuat 
pupuk. 

6. Pupuk organik. adalah pupuk yang sebagian besar 
atau seluruhnya terdiri dari bahan organik. yang 
berasal dari tanaman dan/ a tau hewan yang telah 
melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat 
atau cair yang diguoakao untuk mensuplai bahao 
organik., memperbaiki sifat fisik, k:imia dan biologi 
tanah. 

7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk 
bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan 
kebutuhan tanaman uotuk mencapai produktivitas 
yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang 
tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
40/Permentan/OT.140/4/2007. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN 
HARGA ECERAN TERTINGGI {HET) PUPUK 
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI 
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rem.bang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Meojadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupateo Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 
2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 
Pertaoiao di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 
2013. 

\ 

Menetapkan 



10. 

9. 

8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaao dan 
penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV. Jenis 
pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), 
SP-36, ZA, NPK clan Pupuk Organik Granul. 
Harga Eceran Tretinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah 
harga pupuk bersubsidi di Llni IV (cli kios penyalur pupuk di 
tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompoktani 
yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 
Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah 
struktur biaya pengadaan clan penyaluran pupuk bersubsidi oleh 
PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana 
ditetapkan oleb Menteri Pertanian, 

11. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HE1' dikalikan 
volume penjualan pupuk. 

12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan buclidaya 
tanaman pangan, horti.kultura, perkebunan, hijauan pakan ternak 
clan budidaya ikan atau udang. 

13. Petani adalah peroran~an warga negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya 
tanaman pangan atau hortikultura.. 

14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya 
tanaman perkebunan rakyat. 

15. Pesanggem adalah perorangan warga negara Indonesia yang 
mengusabakao labao milik Perum Perhutani, untuk budidaya 
tanaman pangan. 

16. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya 
taoaman hijauan pakan temak. 

17. Pembudidaya ikan a tau udang adalah warga negara Indonesia yang 
mengusabakao laban milik sendiri atau bukan, untuk budidaya 
ikan atau udang. 

18. Produsen adalah perusabaao yang memproduksi pupuk An-organik. 
dan pupuk Organik di dalam negeri. 

19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturao 
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 
Bersubsidi Uotuk Sektor Pertanian yang berlaku, 

20. Penyalur di Lini IV adalab Pengecer Resmi sesuai ketentuan 
Peraturan Menteri Perdagangan tentaog Pengadaan dan Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi Uotuk Sektor Pertanian yang masih berlaku. 

21. Kelompok Tani adalah k:umpulan petani yang mempunyai 
kesamaan kepentingan dalam mernaofaatkao sumbcr daya 
pertanian untuk bekerjasama meniogkatkan produktivitas usaha 
tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan 
usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan 
yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang dituojuk. 

22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat 
RDKK adalah perhituogan rencana kebutuhao pupuk bersubsidi 
yang disusun kelompok tani/ LMDH berdasarkan luasan areal 
usaha taniyang diusahakan petani, pekebun, pesanggem, peternak 
dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok taoi dengan 
rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 

23. Komisi Pengawasan Pupuk dao Pestisida yang selanjutnya 
disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam 
pengawasan pupuk dao pestisida yang dibentuk oleh Gubernur 
untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingk.at Kabupaten. 



Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang, Kepala 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang bersama Kepala 
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanao Kabupaten Rembang Wajib melaksanakan 
pembinaan kepada kelompok tani da)am men~sun RDKK sesuai luas 
areal usaha tani dan/ atau penyerapan pupuk di tingkat petani. 

Pasal 5 

(5) 

(4) Realokasi pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatao 
ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanao. 

Uotuk memenuhi petani, realokasi sebagai dimana pada ayat (4) 
dapat dilalrukan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Kepala 
Dinas Pertanian dan Kebutanan berdasarkan rekomendasi dari 
Camat. 

(6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatao pada bulan berjalan 
tidak mencukuei, produsen dapat menyalurkao alokasi pupuk 
bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan 
sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak 
melampaui alokasi 1 (satu) tahun. 

(2) 

(3) 

Kekuraogan alokasi pupuk bersubsidi disuatu wilayah Kecamatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat 
dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, wa.ktu dan sub sektor. 

Realokasi antar kecaroatan ditetapkan oleh Bupati. 

Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana 
diroaksud ayat (2) dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum 
penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas 
Pertaoian dan Kehutanan, 

(1) 

Pasa14 

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci menurut Kecamatan, jenis, 
jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagiao tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesitlk 
lokasi dengan memperhatikan usulao yang diajukan oleh petani, 
peke bun, pesanggem, peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang 
berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan 
kepala desa setempat. 

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebuo, pesaoggem, 
peteroak yang meogusahakan lahan paling luas 2 {dua) hektar atau 
petambak dengao luasan paling baoyak 1 (satu) hektar setiap 
musim tanam per keluarga. 

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortilrultura, 
perkebunao, petemakan atau perusahaan perikanan budidaya. 

BAB ill 

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 3 

BAB II 

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 2 

\ 

.,. 

(2) 

(1) 



Pasal 9 

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi 
sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET}. 

(2) Harga Eceran Tertinggj (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana 

Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan 
Kehutanan untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi 
sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 4. 

(2) 

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyalur di Iini ill 
dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk 
bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, pesan~em, peternak, 
dan petambak di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang 
telah ditetapkan. 

(1) 

Pasal 8 

(5) 

(4) 

Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2} dilaksaoakao dengan alur sebagai berikut : 
a. ke]ompok tani menyusun RDKK dengan format sebagaimana 

tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ; 

b. camat melakukan pendataan RDKK di wilayabnya sebagai dasar 
pertimbangan dalam pemralokasian pupuk bersubsidi sesuai 
alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ; 

c. pengawasan di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh 
petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari 
KP3 di Kabupaten. 

Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani / 
kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan 
pemupukan berimbang spesifi.k lokasi oleh Penyulub. 

Penga~~~1byaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke 
petani · oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu 
kesatuan dari KP3 di Kabupaten. 

(3) 

(2) 

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai 
penyalur Llni IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur 
lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut: 
a. penyaluran pupuk bersubsidi di tiogkat penyalur lini IV 

berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayab tanggungjawabnya; 
b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a 

memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing 
masing wilayah; 

c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada buruf a sesuai 
dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, 
tempat, waktu dan mutu. 

(1) 

Pasa.l 7 

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri 
atas pupuk An-Organik dan pupuk organik yang diproduksi dan / atau 
diadakan oleh Produsen. 

BAB IV 

PENY ALURAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 6 



\ 

(3) 

(1) Camat wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan 
pupu.k bersubsidi di wilayah kerjanya kepada KP3 Kabupaten 
dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauari dan 
pengawasan pupu.k bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati. 

Bupati menyampaikao laporan hasil pemantauan dan pengawasan 
pupuk bersubsidi kepada Gubernur. 

(2) 

(1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 
penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di 
wilayahnya. 

(2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Penyuluh. 

Pasal 13 

Pasal 12 

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 
penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Llni lV 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang 
Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 
yang berlaku. 

BABV 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 11 

Papuk Bennabaidi Pemerinta.h 
Barang DalaJn Penpwuan 

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(3) hams diberi label tambahan berwama merah, mudah dibaca dan tidak 
mudah hilang / terhapus yang bertulisk.an : 

Pasal 10 

: 50 kg 
: 50 kg; 
: 50 kg; 
: 50 kg atau 20 kg; 
: 40 kg atau 20 kg. 

a. Pupuk Urea 
b. Pupuk SP-36 
c. PupukZA. 
d. Pupuk NPK 
e. Pupuk Organik 

Harga Ecerean Tertinggi (HET} pupuk bersubsidi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, 
peke bun, pesanggem peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang 
di Penyalur Llni IV secara tunai da)am kemasan sebagai berikut : 

(3) 

: Rp. 1.800,- per kg; 
: Rp. 2.000,- per kg; 
: Rp. 1.400,- per kg; 
: Rp. 2.300,- per kg; 
: Rp. 500,- per kg; 

a. Pupuk Urea 
b. Pupuk SP-36 
c. PupukZA. 
d. Pupuk NPK 
e. Pupuk Organik 

dimaksud pada ayat (1) ditetapk.an sebagai berikut : 
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Diundangkan di Rembang 
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 

H. MOCH. SALIM 

BUPATI REMBANG , 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal ao l» 2.c."'f~ 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih laojut dengan Keputusan 
Kepala Dinas Pertanian dan Kebutanan Kabupaten Rembang, Kepala 
Badan Ketahanan Pangan clan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 
Peri.kanan dan Kehutanan Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Rembang sesuai dengan tugasnya. 

Pasal 15 

Peraturan Bupat:i ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguodangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Rembang. 

r 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
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No Nama Kornoditi Luas KEBUTUl:lAN $ARANA PRODUKSJ (K., Waktu 
Petani Tanam Pengguoaa 
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. . . .. MusimTanam 

Kecamatan 
Desa 
Na.ma Kel. Tani 
Sub. Sektor 
Nama kios 

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK 
(RDKK) 

LAMPIRAN a: 
PERATURAN BUPATI REMBANG 
NOMOR 5..2. TAHUN 2012 

TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN 
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK 
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG 
TAHUN ANGGARAN 2013 
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No Desa / Kelurahan Urea ZA SP-36 NPK Organik 
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Jumlah 

SATUAN :TON Kecamatan: 

FORMAT LAPORAN MINGGUAN PEMANTUAN DAN PENGAWASAN 
PUPUK BERSUBSIDI 

LAMPIRAN ID: 
PERATURAN BUPATI REMBANG 
NOMOR D-TAHUN 2012 
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGi 

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEK'l'OR PERTANlAN 
01 KABUPATEN REMBANG 

TAHUN ANGGARAN 2013 


